KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan
bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro
serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya,
setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat
membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal
kementerian /lembaga /pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
314/ /0ORT.07-Kpt/01/KPU/V /2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser
Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Penajam Paser Utara Tahun 2026;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 686);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
442);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor & Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan



Memperhatikan:

Menetapkan :

-3-

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
612/0ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun
2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
314//ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

1. Nota Dinas Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser
Utara Nomor 7/ORT.07-ND/6409/3/2026 tanggal 5
Januari 2026 perihal Permintaan Keputusan tentang
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan
KPU Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2026;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Penajam Paser Utara Nomor 01/PK.01-BA/6409/2025
tanggal 2 Januari 2025 tentang Pleno Rutin Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara; dan

3. Pengesahan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Penajam Utara Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-
076.01.2.658820/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2026.



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT :

il

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun
2026, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
a} Tim Manajemen Perubahan;
b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi
Kebijakan
¢) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
d) Tim Penataan Tata Laksana;
e) Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya
Manusia;
f) Tim Penguatan Pengawasan;
g) Tim Penguatan Akuntabilitas; dan
h) Tim Pelayanan Publik.

3. Tim Agen Perubahan.

Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu
melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan
instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
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KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan
bulan Desember tahun 2026.
ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

/’\‘WQTEN PENAJAM PASER UTARA

asthbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI

KABUPATEN

PENAJAM

PEMILIHAN UMUM
PASER UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG TIM

REFORMASI BIROKRASI

KOMISI

DI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LINGKUNGAN

PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026

KEDUDUKAN TUGAS |
1 2 3 4 5
TIM PENGARAH
- Memberikan
1. Ali Yamin Ishak Ketua KPU merangkap g;};:;gnan
Ketua Reformasi
Birokrasi Satuan
Kerja;
- Menerima laporan
. Pengarah secara berkala dari
2, Aris Anggota KPU merangkap Tim Pelaksana
Anggota dan Tim Agen
Perubahan; dan
- Memonitor dan
Pengarah mengevaluasi
3. Wiwik Susiati Anggota KPU merangkap pelaksanaan Re-
Anggota formasi Birokrasi
&g Satuan Kerja
secara berkala dan
Pengarah memberi arahan
4. | Mochamad Misran Anggota KPU merangkap agar pelal_csanaan
Anggota Rf_:formas_.l
Birokrasi Satuan
Pagith,, | e it
S. Saeun Muarif Anggota KPU merangkap dan ’
Anggota berkelanjutan.
TIM PELAKSANA
1, Ardimansyah Sekretaris Ketua Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
Kepala Sub Bagian Koordinator - Menyusun
Perencanaan, Data Merangkap Strategi
L Susanty dan Informasi Asesor dan manajemen
Anggota Perubahan dan
strategi
Penata Kelola komunikasi pada
2. Marlina Sistem dan Anggota Komisi Pemilihan
Teknologi Informasi Umum Kabupaten
Penajam Paser




Ahli Pertama

Utara; dan

3. | Julia Seventiyanti Penata Kelola AOgRota : Mel.ak‘sanfakan
Pemilihan Umum sosuahsa_lm dan
Internalisasi
Penata Kelola manajemen
4, Abdurrahman Sistem dan Anggota perubahan dalam
Teknologi Informasi rangka Reformasi
Birokrasi satuan
. Ahli Pertama
Hery K .
5. ey Kuediyanto Penata Kelola Anggota kerja.
. Pemilihan Umum
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN /DEREGULASI KEBIJAKAN
Kepala Sub Bagian Koordinator ) ;ﬁgﬁlﬂ r(ai;UﬁkaSI
’ " Teknis merangkap
% Linda Marlis perundang-
Penyelenggara Asesor dan undangan yang
Pemilu dan Hukum Anggota dikelunrian Eamisi
Penata Kelola Per;lmhan Umum
2. |M. Hady Habibullah Sistem dan Anggota g:n;iz;}egascr
Teknologi Informasi U -dan
Penyusun Materi | - Melakukan
3 Tridion Jonathan Hukum dan PRTaTn pemetaan
’ Karangan Perundang- 28 peraturan
undangan perundang-
undangan yang
Penyusun Materi tidak harmonis
4 Juneatri Ratu Hukum dan - a@gu tidak sinkron
' Saputri Perundang- Angg dilingkungan
undangan Komisi Pemilihan
e Umum Kabupaten
Arinil Hidayah .
5 Bahri Pengelola Layanan P Penajam Paser
' Operasional &8 Utara
. Pengadministrasi
6. Ahmad Ruzika Perkatithian Anggota

III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN

Kepala Sub Bagian Ifno::;inu;i;or
. Megawati Keuangan, Umum p
dan Logistik Asesor dan
Anggota
o . Penata Kelola
2. Mkéa?n“;lglhzil ok Sistem dan Anggota
Teknologi Informasi
Penata Kelola
3. | Mahajiah Tafsiriyah Sistem dan Anggota
Teknologi Informasi
4. Ali Ahda Pengelola Angoia
Layanan
Operasional
Pengelola
B. Irwansyah Layanan Anggota
Operasional
Ahli Pertama
6. Sahransyah Penata Kelola Anggota
Pemilu

Membentuk Unit
Kerja yang
menangani fungsi
Organisasi, Tata
Laksana,
Kepegawaian, dan
Diklat yang
mampu
mendukung
tercapainya tujuan
dan sasaran
Reformasi Satuan
Kerja.




Dian Arvita Nur
Astuti

Ahli Pertama
Penata Kelola
Pemilu

Anggota

Mustaufik

Ahli Pertama
Penata Kelola
Pemilu

Saipullah

Pengelola
Layanan
Operasional

Anggota

10.

Arliansyah

Pengadministrasi
Perkantoran

Anggota

11.

Saripudin

Operator
Layanan

Operasional

Anggota

12.

Nurlina

Operator
Layanan
Operasional

Anggota

13.

Baso Amir

Pengelola
Umum
Operasional

Anggota

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

Megawati

Kepala Sub Bagian
Keuangan, Umum
dan Logistik

Koordinator

merangkap

Asesor dan
Anggota

Rizki Dwiki Faisal
Ramadhan

Penata Kelola
Sistem dan
Teknologi Informasi

Anggota

Mahajiah Tafsiriyah

Penata Kelola
Sistem dan
Teknologi Informasi

Anggota

Ali Ahda

Pengelola
Layanan
Operasional

Anggota

Irwansyah

Pengelola
Layanan
Operasional

Anggota

Sahransyah

Ahli Pertama
Penata Kelola
Pemilu

Anggota

Dian Arvita Nur
Astuti

Ahli Pertama
Penata Kelola
Pemilu

Anggota

Mustaufik

Ahli Pertama
Penata Kelola
Pemilu

Anggota

Saipullah

Pengelola
Layanan
Operasional

Anggota

10.

Arliansyah

Pengadministrasi
Perkantoran

Anggota

- Mengkoordinasi-

kan penyiapan
dokumen SOP cure
business Satuan
Kerja; dan

- Mengkoordinasi-

kan pembangunan
atau
pengembangan e-
government
Satuan Kerja
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Saripudin

Operator
Layanan
Operasional

Anggota

12

Nurlina

Operator
Layanan
Operasional

Anggota

13.

Baso Amir

Pengelola
Umum
Operasional

Anggota

V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Kepala Sub Bagian - Melaksanakan
Partisipasi, Koordinator Sistem rekrutmen
L. Asmadiana Hubungan merangkap asesor| Yang terbuka,
Masyarakat dan dan Anggota transparari,
SDM akuntabel, dan
berbasis
Penata Kelola Sistem kompentensi di
2 Kurnita,N dan Teknologi Anggota satuan kerja;
Informasi - Melakukan
asessmen individu
" & berdasarkan
’ " . |Ahli Pertama Penata k tensi:
3. Tia Novita Sari . Anggota S A
v Kelola Pemilu o - Membangun sistem
dan proses
. didikan dan
Muhammad Ahli Pertama Penata J WEERS .
b Taufiqur Rahman Kelola Pemilu ARgEOE pelatlh.an PegsiamL
berbasis
kompetensi dalam
: : pengolahan
5, Ayu Winda Ahli Pertama Penata A oita kebijakan dan
Ariestarity Kelola Pemilu pelayanan publik
di Satuan Kerja
V1. TIM PENGUATAN PENGAWASAN
Kepala Sub Bagian Koordinator - Melaksanakan
_ _ Teknis Merangkap penerapan Sistem
1. Linda Marlis p(?nyelenggara Kobiar din Pengendalian
Pemilu dan Hukum Anggota Intern
Pemerintahan
Penata Kelola (SPIP) pada Komisi
2. | M.Hady Habibullah Sistem dan Anggota Pemilihan Umum
Teknologi Informasi Kabupaten
" Penajam Paser
Penyusun Materi Utara;
3. Tridion Jonathan Hukum dan Anggota . Meningkatkan
Karangan Perundang- Peran Aparat
undangan Pengawasan Intern
Penyusun Materi Pemerintah (APIP)
Juneatri Ratu Hukum dan sebagai Quality
= Saputri Perundang- Anggoin Assurance dan
undangan Consulting di
satuan Kerja.
v e .| Pengelola Layanan
5. |Arinil Hidayah Bahri Operasional Anggota
6. Ahmad Ruzika Pengadiinistrasi Anggota

Perkantoran




VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

Kbl - Membangun Sistem
Kepala Sub Bagian M":m tnator | yang mampu
i Susanty Perencanaan, Data Asesorg danI mendorpng
dan Informasi Atikaits tercapainya kinerja
880 organisasi yang
Penata Kelola Sistem lt;: rg;g;ﬁlsatuan
] i dan T logi ’ .
< Marknia a?rﬁoil;?;sggl ADgRo - Menyusun Indikator
: Kinerja Utama (IKU)
Ahli Pertama Penata Fr— KPU Kab. Penajam
3. | Julia Seventiyanti Kelola Pemilihan 88 Paser Utara
Umum
Penata Kelola Sistem
4, Abdurrahman dan Teknologi Anggota
Informasi
Ahli Pertama
5. | Hery Kusdiyanto Penata Kelola Anggota
Pemilihan Umum
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK
Kepala Sub Bagian - Menerapkan standar
Partisipasi, Koordinator pelayanan dalam
ks Asmadiana Hubungan merangkap asesor | pelayanan publik di
Masyarakat dan dan Anggota Satuan Kerja;dan
SDM - Meningkatkan
Penata Kelola Sistem partisipasi
2, Kurnita, N dan Teknologi Anggota masyarakat dalam
Informasi penyelenggaraan
A layanan publik di
. ; ; Ahli Pertama Penata pe .
3. Tia Novita Sari Kelsla Pemtly Anggota Satuan Kerja
Muhammad Ahli Pertama Penata
% Taufiqur Rahman Kelola Pemilu Anggota
Ayu Winda Ahli Pertama Penata
. i ta
- Ariestanty Kelola Pemilu Anggo
TIM AGEN PERUBAHAN
j Ardimansyah Sekretaris Ketua Ketua

- Membuat rencana
aksi dari program
Reformasi Biro-

Kepala Sub Bagian : krasi Satuan
2 Susanty Perencanaan, Data waliglo:'((figlaior Kerja yang akan
dan Informasi dijalankan
bersama;

- Merencanakan,
melaksanakan
dan mengevaluasi

Kepala Sub Bagian kegiatan program
3. Megawati Keuangan, Umum Anggota Reformasi
dan Logistik Birokrasi Satuan
|




- Kerja serta
Kepala Sub Bagian melaporkan
Teknis kepada Tim
4. Linda Marlis Penyelenggara Anggota Pengarah secara
Pemilu dan Hukum berkala; dan
- Melakukan
kampanye dan
: mengajak pegawai
Kepgl:rgsigiai.’gmn untuk melakukan
S. Asmadiana Hubungan Anggota pcruba:llan wauinl
Masayarakat dan dan prilaku yang
SDM sejalan dengan
Reformasi
Birokrasi Satuan
Kerja secara aktif.
ditetapkan di Penagjam
Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

ALI YAMIN [SHAK




